BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada
tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW. Kewajibannya terjadi setelah
kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di
Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban
ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti
solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut
masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih
berada di Makkah. Allah SWT, sudah menegaskan dalam Al-Qur’an tentang
pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa
kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib
membantu yang kekurangan, besarnya tergantung kepada kerelaan
masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas
iman yang bersangkutan (Muhammad 2002, 16).

Selama 13 tahun di Makkah, kaum muslimin didorong untuk
manginfakkan harta mereka buat fakir, miskin, budak, namun belum
ditentukan nishab dan berapa kewajibannya zakatnya, juga belum
diketahui apakah telah diorganisasi pengumpulan dan penyalurannya.
Yang jelas, kaum muslimin awal memberikan sebagian harta mereka
untuk kepentingan Islam. Abu Bakar r.a misalnya, memerdekakan
sejumlah budak setelah membeli mereka dengan harga mahal. Periode
Madinah ditentukan nishab dan jumlah kewajiban zakat administrasi,
pengumpulan dan penyalurannya. Zakat turun di Madinah memberikan
rincian sistematik tentang kewajiban zakat. Bahkan ceramah Rasulullah di
Madinah setelah hijrah berisi juga kewajiban zakat dan infaq. Dalam
banyak riwayat dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan ke
daerah itu juga, tidak dibawa ke Madinah. Meski demikian, beberapa

riwayat mengisahkan sebagian zakat ada juga yang dikirim ke Madinah.



Konsep zakat tidak statis, tapi terus dikembangkan oleh Khulafaur
Rasyidin dan para ulama setelahnya (Aswar 2001, 191).

Dalam soal manajemen, pada awal Islam, ada pengalaman yang
menarik bahwa zakat dikelola oleh pemerintah. Pendapat ini memang dapat
diperdebatkan. Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW melakukan
migrasi atau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau di posisikan sebagai Nabi
dan Negarawan. Dengan demikian, keberadaan beliau selain pemimpin
agama, juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Tidak salah jika
ada orang yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara (al-Islam
huwa al-din wa al-daulah) (Rofiq 2004, 299).

Ibadah zakat dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah,
karena dalam pengamalannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain.
Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan
dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah,
Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam di belakangnya.

1. Zakat Pada Masa Rasulullah SAW.

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua
hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW telah mengembangkan dua
fungsi yaitu sebagai ' Rasullullah dan 'pemimpin umat. Zakat juga
mempunyai dua fungsi yaitu ibadah bagi muazakki dan sumber utama
pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat, Nabi sendiri turun tangan
memberikan contoh dan operasionalnya (Abdurrahman 2001, 88).
Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, untuk daerah di
luar kota Madinah Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan
menyalurkan zakat.

2. Zakat Pada Masa Kholifah Abu Bakar.

Kholifah Abu Bakar melanjutkan tugas Nabi, terutama tugas-tugas
pemerintahan khususnya dalam mengembangkan sejarah agama Islam
termasuk menegakkan syariat zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi

rukun Islam yang penting dan strategis (Qodir 2001, 89).



Khalifah memandang masalah ini sangat serius, karena fungsi zakat
sebagai pajak dan sumber utama pendapatan Negara. Pada awal
pemerintahan Khalifah Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau
membayarkan zakatnya kepada Khalifah. Maka khalifah mengambil suatu
kebijaksanaan bahwa golongan yang tidak mau lagi membayar zakat
dihukum telah murtad, maka mereka boleh di perangi.

Ada pengalaman sejarah khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a
diamanati menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW dihadapkan pada
situasi dilematis, sehubungan dengan sekelompok rakyat yang tidak mau
menunaikan zakat. Abu Bakar berpendapat keadaan ini tidak bisa
dibiarkan dan harus diselesaikan. Sikap dan langkah politik yang diambil
adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat tersebut.
Langkah ini tidak disetujui Umar bin Khattab r.a dengan alasan, perintah
memerangi seseorang itu hanya bisa dibenarkan hingga batas seseorang
belum mengucapkan dua kalimah syahadah. Sementara Abu bakar
beralasan bahwa apabila tindakan pembangkangan mereka untuk
membayar zakat dibiarkan, akan menjadi presiden buruk terhadap
pemahaman Islam(Rofiq 2004, 284).

Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya khalifah Abu Bakar
langsung turun tangan dan mengangkat beberapa tugas (amil zakat),
sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik.

. Zakat Pada Masa Kholifah Umar Ibn al-Khattab.

Pemungutan dan pengelolaan zakat dalam masa Khalifah Umar Ibn
al-Khattab ini makin diintensifkan, sehingga penerimaan harta zakat
makin meningkat, karena semakin banyak jumlah para wajib zakat dengan
pertambahan dan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang
ditaklukkan (Qadir 2001, 91).

Zakat menurut Umar Ibn al-Khaththab bertujuan untuk merubah
mustahik menjadi Muazakki, Menurut Quraisy Shihab ada tiga landasan

filosofis. Pertama, istikhlaf (penugasan sebagai Khalifah di bumi). Manusia



sebagai khalifah di bumi mempunyai tugas untuk membagi kesejahteraan
sebagai penjabaran Rahmatan lil ‘Alamin. Kedua, solidaritas sosial,
manusia hanya bisa hidup jika bersama dengan individu-individu yang
lain. Ketiga, persaudaran, manusia berasal dari satu keturunan, jadi ada
pertalian darah, dekat atau jauh. Setidaknya ada tiga pola persaudaraan,
yakni persaudaraan sesama muslim (Ukhuwah Islamiyah), persaudaraan
sesama warga negara (Ukhuwah Wathaniyah), persaudaraan sesama umat
manusia (Ukhuwah Insaniyah/ Basyariyah) (Qadir 2001, 286-287).

. Zakat Pada Masa Kholifah Utsman Ibn Affan.

Dalam periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi,
sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Bagi khalifah
Usman Ibn Affan, urusan zakat ini demikian penting, untuk itu dia
mengangkat pejabat khusus menanganinya yaitu zaid Ibn Tsabit, sekaligus
mengangkatnya mengurus lembaga keuangan Negara (Baitul Mal).
Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan
meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera di bagi-bagikan kepada
yang berhak menerimanya, sehingga tidak terdapat sisa harta zakat yang
tersimpan dalam Baitul Mal (Qadir 2001, 92).

. Zakat Pada Masa Kholifah Ali Ibn Abi Thalib

Ali Ibn Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah setelah lima hari
terbunuhnya khalifah Usman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahannya, ia
menghadapi persoalan yang sangat kompleks yaitu masalah politik dan
perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas
diri khalifah Usman ibn Affan. Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat,
Ali Ibn Abi Thalib selalu mengikuti kebijaksanaan khalifah khalifah
pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada
petugas supaya segera mambagi-bagikan kepada mereka yang berhak
yang sangat membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan

harta zakat dalam Baitul Mal (Poerbakawatja 1999, 224).



Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima, yang
merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat,
hukumnya wajib ‘ain (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim apabila telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Merupakan
kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil al-
Qur’an, hadis, dan ijma’.

Orang yang enggan membayarnya boleh diperang. Orang yang
menolak kewajibanya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar
agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia
tidak mau menunaikanya, maka ia hanya dianggap sebagai orang islam yang
bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai
seorang yang telah melakukan dosa besar. Zakat mulai disyariatkan pada
tahun kedua hijriah.

Adapun dasar hukum dan dalil al-Qur’an-nya diperoleh melalui
beberapa ayat dalam al-Qur’an, di antaranya firman Allah SWT berikut ini
(Hikmat, Hidayat 2008, 5).

QS. al-Baqgarah: 43
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Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta
orang-orang yang ruku” (Depag 2005, 7).

QS. At-Taubah : 103
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Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui” (Depag 2005, 203).



Allah menegaskan bahwa ciri utama orang-orang yang bersifat mulia
adalah suka berbuat baik. Amal kebaikan ini dapat dilihat dengan nyata pada
ibadah mereka di waktu malam hari, membaca istighfar di waktu tengah
malam dengan menghambakan diri dan mendekatkan diri pada Allah. Di
samping itu, amal kebaikan mereka dapat dilihat pada pemberian zakat
kepada fakir miskin karena di dorong rasa belas kasihan dan cinta kasih
kepada mereka (Sabiq 2015, 58).

(Q.S Al-Taubah : 60).
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Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Depag 2005,
196).

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat islam mampu (kaya).
Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat
dipergunakan untuk mensejahterakan masarakat. Penggunaanya sudah
ditentukan secara jelas dalam syariat yaitu al-Qur’an surat Al-Taubah ayat
60 di mana zakat hanya diperuntukan untuk ada delapan kelompok (ashnaf)
saja yaitu orang yang dinyatakan berhak mendapatkan zakat (mustahiq)
yaitu : orang fakir, orang miskin, amil, mualaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil
(Saleh 2008, 160).

Dalam surat al-Taubah menyatakan bahwa zakat tidak boleh
diberikan kepada orang-orang selain mereka. Tidak boleh pula mencegah

zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut



memang ada. Selanjutnya amil zakat dituntut untuk membagi-bagikanya
kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi amil zakat
berhak mengutamakaan individu tertentu dari suatu golongan atas lainya.
Huruf lam yang terdapat pada lafal “lilfuqgaraa” memberikan pengertian
wajib, meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang

berhak (Muzammil 2003, 10).

Zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan
sunnah. Dalil yang dapat di ambil dari Al-Qur’an antara lain firman Allah

SWT: QS. Al-An’am : 141:
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Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon Kkorma, tanam-tanaman yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Depag 2005, 146).

Imam Asy-Syafi'i berkata, "sesuatu yang biasanya ditanam oleh
manusia dikeringkan, disimpan, dan dijadikan makanan pokok, baik dimakan
dalam bentuk roti, bubur, maupun masakan lainya harus dizakatkan” (Asmaji
2014, 245). Dua imam, imam Bagqir as dan Imam Shadiq as, berkata,” Allah
mewajibkan zakat pada harta bersamaan dengan shalat. Dan Rasulullah SAW
memberlakukanya pada sembilan macam harta tersebut adalah : (1) emas,
(2) perak, (3) onta, (4) sapi, (5) kambing, (6) hinthah (7) sya’ir, (8) kurma,
(9) kismis, Rasulullah saw membebaskan (tidak mewajibkan zakat pada)

selain dari yang sembilan tersebut (Jawad 1999, 320).



Adapun dalil-dalil dari sunnah di antaranya adalah hadis yang di
riwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda :
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Artinya: "Dari Abdullah (bin Umar) RA. Dari Nabi SAW, beliau bersabda,
(tanaman-tanaman) yang disirami air hujan dan sumber-sumber
mata air yang mengalir, zakatnya adalah sebesar 10%, (dan
tanaman) yang disirami dengan pengairan (irigasi), zakatnya
sebesar 5 % (HR. Bukhari) (Muhammad 2007, 263).

Berdasarkan dalil di atas, para ahli fikih mewajibkan penunaian zakat
hasil pertanian, namun mereka lebih lanjut berbeda pandangan mengenai
jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dan yang tidak wajib
dikeluarkan zakatnya (Muhammad Azzam, Sayyed Hawwas 2013, 365-366).

Berdasarkan kutipan di atas yang telah penulis paparkan, penulis
menemukan kasus pelaksanaan zakat di Jorong Sabi Aie Nagari Batu
Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, di mana pembayaran
zakat langsung dilakukan oleh para muazakki, mereka tidak menyerahkan
zakatnya kepada amil untuk disalurkan. Selain itu, kebiasaan yang terjadi
pada masyarakat Jorong Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo
Lurah Kabupaten Solok adalah apabila si muazakki akan berzakat, muazakki
akan mengadakan acara mandua sakek di rumahnya dan mengundang anak
yatim, tetangga, Urang Siak (ulama), orang-orang yang ikut memanen padi si
muazakki, keluarga, karib kerabat, untuk menghadiri acara mendoa tersebut.
Acara ini dimulai dengan pembacaan doa lalu dilanjutkan dengan makan
bersama, kemudian baru si muazakki memberikan zakat pada semua tamu
yang hadir, tamu yang hadir diberi minimal Sasukek (1 sukat) perkepala
kecuali Urang Siak (ulama) yang memimpin doa di rumah si muazakki
biasanya Urang Siak ini diberi lebih dari tamu yang lain karena dia yang

memimpin doa dalam rumah si muazakki tersebut. Zakat itu harus habis



diberikan kepada tamu yang hadir. Para tamu yang hadir tidak semua
termasuk ke dalam asnaf yang delapan akan tetapi mereka juga
mendapatkan zakat, karena para muazakki tidak melihat semua tamu yang
hadir apakah berhak menerima zakat atau tidak, akan tetapi muazakki tetap
memberikan zakatnya pada semua tamu yang hadir.
Masyarakat akan mengeluarkan zakat apabila mereka mendapat
1000 sukat padi, maka zakat dikeluarkan 100 sukat padi, biasanya
masyarakat di Jorong Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah
Kabupaten Solok akan berzakat apabila mereka mendapat hasil panen
mencapai 1000 sukat padi, jika kurang dari 1000 sukat padi mereka tidak
mengeluarkan zakat akan tetapi mereka akan berinfak saja kepada
mustahiq sesuai keinginan mereka. Dalam hal seperti ini masyarakat
mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan ketentuan nisab, mereka akan
berzakat apabila mendapat hasil panen padi sebanyak 1000 sukat atau
sama dengan 1500 kg (Liwardi (Wali Jorong) 2017).

Kejadian seperti ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah
pelaksanaan zakat padi di Jorong Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang Kecamatan
Tigo Lurah Kabupaten Solok sesuai dengan ajaran Islam?. Untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kajian yang
mendalam. Karena itu, penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi
yang berjudul “ Pelaksanaan Zakat Padi di Jorong Sabi Aie Nagari Batu

Bajanjang Menurut Hukum Islam “

1.2. Rumusan Masalah
Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang
diharapkan, maka penting untuk merumuskan masalah penelitian yaitu,
bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat
Padi Di Jorong Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah

Kabupaten Solok?
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1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Bagaimanakah sistem pelaksanaan zakat padi di Jorong Sabi Aie
Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok?
Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang pelaksanaan zakat
padi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sabi Aie Nagari Batu
Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok?

Apakah pembayaran zakat padi di Jorong Sabi Aie Nagari Batu
Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok sudah sesuai

dengan hukum Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Untuk mengetahui sistem pelaksanaan zakat padi di Jorong Sabi Aie
Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang
pelaksanaan zakat padi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong
Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten
Solok.

Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan
zakat padi di Jorong Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang Kecamatan

Tigo Lurah Kabupaten Solok.

1.5. Signifikasi Penelitian

Permasalahan Pelaksanaan Zakat di Jorong Sabi Aie penting di teliti,

karena merupakan salah satu permasalahan di bidang muamalah,

sehingga perlu mencari bagaimana penyelesaianya dalam islam, dan

melihat apakah pelaksanaan zakat tersebut dibolehkan dalam Islam. Hal

ini berarti memberikan kontribusi ilmu khususnya kepada masyarakat

Jorong Sabi Aie Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
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1.6. Telaah Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, penulis telah mengamati, telah adanya
orang lain membahas tentang masalah penyaluran zakat di Jorong
Batuhampar. Peneliti tersebu tadalah Sofia EkaPutri, Bp. 303.139, jurusan
muamalat dengan judul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penyaluran
Zakat Padi Kepada Penyabik Padi Di Jorong Batuhampar, Kenagarian
Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupten 50 Kota.

Dalam skripsi tersebut, digambarkan bahwa masyarakat lebih
percaya untuk menyerahkan zakatnya kepada orang yang menyabik
padinya dari pada asnaf delapan yang jauh lebih membutuhkan dari pada
penyabik padi ini. Dan skripsi ini dititik beratkan kepada hukum
memberikan zakat kepada penyabik padi. Hasil hukum yang didapatkan
dari penelitian Sofia Eka Putri adalah, bahwa masyarakat Batuhampar
telah salah memberikan zakat kepada penyabik padi, karena masih banyak
orang yang lebih membutuhkan dari pada penyabik padi, serta penyabik
padi yang kuat dan mampu berusaha tidak berhak menerim zakat.

Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi Ditinjau Dari Hukum Islam
(Studi Kasus Di Gurun Kudu Kelurahan Koto Lalang Kecamatan
Lubuk Kilangan Kota Padang) oleh Ibrahim (Bp.303.122) kesimpulan
sikripsi ini ialah bahwa pelaksanaan zakat tanaman padi yang berada
didaerah gurun kudu yang mana ketentuan nisab zakat tanaman padi
adalah 20 karung goni, adalah benar karena 5 wasaq sesuai dengan
ketentuan figih, telah dibuktikan oleh BAZ indonesia sama dengan 1200 kg
padi atau gabah. Adapun pendistribusian zakat yang dilakukan oleh petani
gurun kudu adalah tidak boleh, ini sesuai dengan kesepakatan mazhab
yang empat mengenai kadar zakat yang dikeluarkan 10%, adalah melebihi
dari kadar zakat yang seharusnya, karena dalam hal ini biaya operasioanal
tidak dihitung atau zakat dikeluarkan dalam bentuk kotor, sedangkan
beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang

mempengaruhi Besar zakat biasa dikurang karenanya, maka seharusnya
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besarnya zakat yang mereka keluarkan adalah 5%, atau boleh juga zakat
dikeluarkan sebesar 10% dengan ketentuan seluruh biaya operasional
penggarapan padi dikeluarkan terlebih dahulu.
Hidayatul Amira (308.076) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Padi Di Nagari Paninjauan Kec. X
Koto Diatas Kab. Solok. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tata cara
pelaksanaan zakat padi di Kenagarian Paninjauan tidak sesuai dengan hukum
zakat pertanian dalam Islam, karena dilihat dari segi nisab yang dipakai
masyarakat terlalu besar yaitu 1200 kg, sedangkan ketentuan yang
dijelaskan dalam hukum islam adalah 653 kg. Pelaksanaan zakat padi dengan
acara mendoa dan melelang padi di Kenagarian Paninjauan boleh dilakukan
oleh masyarakat paninjauan yang sekali panen telah mencapai nisab, karena
hal ini tergolong pada ‘urf yang shahih atau dibolehkan. Sedangkan bagi
masyarakat yang sekali panen telah mencapai nisab tidak boleh melakukan
penundaan pembayaran zakat karena ingin melaksanakan zakat dengan
acara mendoa dan melelang padi yang dilaksanakan sekali setahun ini.
Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membahas
tentang pembayaran zakat padi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sabi
Aie. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi diatas adalah pada
pengeluaran zakat padi dengan acara mandua sakek (mendoa zakat) dan
mengundang beberapa tamu kerumahnya, dan padi zakat diberikan kepada
seluruh tamu yang hadir di acara mendoa tersebut muzaki tidak
memperhatikan semua tamu yang hadir termasuk asnaf yang delapan atau
tidak, dan padi zakat harus habis diberikan pada semua tamu yang hadir.
Selain itu masyarakat juga menetapkan nisab yang terlalu besar yaitu 1000
sukat (1500 kg), jika kurang dari jumlah tersebut maka masyarakat tidak
akan membayarkan zakat padinya tetapi hanya berinfak saja. Penelitian ini
meninjau bagaimana sistem pelaksanaan zakat padi di Jorong Sabi Aie,
bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang pelaksanaan zakat padi

masyarakat Jorong Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang dan apakah pembayaran
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zakat padi di Jorong Sabi Aie Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah

Kabupaten Solok sudah sesuai dengan hukum Islam.

1.7. Kerangka Teori

Zakat pertanian adalah bahan-bahan yang di gunakan sebagai
makanan pokok, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan
gandum. Rukun dan syarat zakat yaitu, yang dimaksud dengan rukun
disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat yaitu orang yang
berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat. Tentang
syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan
yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan
kepadanya zakat. Syarat-syarat tersebut digali dari penjelasan yang
diberikan Nabi dalam Haditsnya.

Syarat orang yang berzakat atau muazakki adalah ia orang islam
yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat,
syarat harta yang dizakatkan adalah ia harta yang baik, milik yang
sempurna dari orang yang berzakat, berjumlah satu nisab atau lebih telah
tersimpan selama satu tahun gamariah atau haul. Syarat orang yang
menerima zakat adalah jelas adanya, baik ia orang atau badan atau
lembaga atau keuangan. Yang berhak menerima zakat itu ada delapan

golongan yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, dan ibnu sabil.

1.8. Metode Penelitian
1.8.1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan karya ilmiah ini penelitian yang akan
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan
usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati
para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi.

Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari
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buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan
referensi sebagai landasan teori dan berfikir.
Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan

data-data dari:
1.8.2.1. Data Primer

1.8.3.

Data primer, data utama yang diperoleh langsung dari lokasi
penelitian yaitu kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan zakat,
yaitu kepada 7 orang muzaki, 3 orang Tokoh Agama, 2 orang Tokoh
Masyarkat, 7 orang mustahik.
1.8.2.1. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui
studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.8.3.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian.
Dalam hal ini peneliti melihat langsung proses pelaksanaan zakat padi
yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sabi Aie, yaitu muzaki yang

melaksanakanya adalah pak Anwar.

1.8.3.2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi
antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data
(responden) (Adi 2004, 72). Dalam hal ini penulis mewawancarai

muzakki, mustahik, ulama, dan tokoh masyarakat.
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1.8.4. Analisis Data
Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu
menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan dengan apa
adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan dan
menggambarkanya secara verbal, baik melalui wawancara, observasi,
yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan
cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan

dirumuskan dalam bentuk kalimat.



